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5.1Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai

fenomena pernikahan dini di Desa Pijorkoling, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa pemahaman hukum masyarakat setempat dipengaruhi
oleh interaksi kompleks antara nilai tradisional dan prosedur administratif,
yang mana kesimpulan tersebut dirangkum ke dalam beberapa poin utama,
yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pijorkoling, dapat disimpulkan
bahwa pemahaman hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan
anak hanya terbatas pada aspek kognitif-formal namun lemah dalam
kesadaran yuridis, di mana aturan batas usia minimal 19 tahun
berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diabaikan demi
mengikuti norma adat dan agama yang dipahami secara tekstual.
Praktik pernikahan di bawah umur di wilayah ini didorong oleh
kuatnya faktor subjektivitas orang tua yang memandang pernikahan
sebagai instrumen preventif (sad al-dzari’ah) untuk menghindari
fitnah sosial dan perbuatan zina, terutama pada kasus-kasus sensitif
seperti kepulangan remaja yang terlambat hingga kekhawatiran
umum terhadap pola pergaulan bebas. Fenomena ini semakin
langgeng karena adanya dukungan moral dari tokoh agama dan
masyarakat, serta pemanfaatan prosedur dispensasi nikah di
Pengadilan Agama yang dipandang sebagai legalitas administratif
semata, sehingga membuktikan bahwa tekanan sosial dan
perlindungan martabat keluarga memiliki pengaruh yang jauh lebih
dominan dibandingkan efektivitas penegakan hukum negara dalam
mencegah pernikahan anak.

2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam terhadap fenomena
pernikahan anak di Desa Pijorkoling, dapat disimpulkan bahwa praktik

ini dipicu oleh akumulasi faktor keikhawatiran orang tua terhadap
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fitnah dan zina, kejadian kehamilan di luar nikah, serta rendahnya
tingkat pendidikan yang menyebabkan keterbatasan visi masa depan
bagi anak. Meskipun masyarakat dan orang tua sering Kkali
menggunakan dalil sad al-dzari‘ah (mencegah keburukan) dan
kepatuhan administratif melalui dispensasi nikah di Pengadilan Agama
sebagai pembenaran, tindakan ini secara esensial bertentangan dengan
prinsip al-maslahah al-dharuiriyyah dalam Islam, khususnya dalam
menjaga jiwa (hifz nafs) dan keturunan (hifz nasl). Pernikahan dini pada
faktanya lebih banyak mendatangkan mudharat berupa ketidaksiapan
mental, kesehatan, hingga beban ekonomi yang berkepanjangan
daripada kemaslahatan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan
sinergi edukasi yang lebih masif mengenai hak anak dan dampak
psikologis pernikahan dini guna menggeser paradigma masyarakat dari
solusi instan berbasis stigma sosial menuju perlindungan anak yang
lebih substansial dan berkelanjutan.

5.2Saran
1. Pemerintah desa
Pemerintah desa, kecamatan, dan dinas terkait perlu mengambil

langkah yang lebih aktif dalam meningkatkan sosialisasi mengenai UU
pernikahan, khususnya terkait batas usia minimal untuk menikah.
Sosialisasi ini sangat penting karena masih banyak masyarakat yang
belum memahami secara menyeluruh bahwa Pernikahan anak di bawah
umur bukan hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga memiliki
konsekuensi serius, baik dari sisi hukum maupun psikologis anak.
Dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang aturan hukum,
masyarakat diharapkan dapat menyadari risiko yang ditimbulkan,
seperti putus sekolah, gangguan psikologis, dan tanggung jawab
ekonomi yang belum siap dihadapi oleh anak-anak yang menikah dini.
Selain itu, sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan menyasar
berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang tua, tokoh adat, dan

pemuda, dapat membantu membentuk kesadaran kolektif bahwa
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Pernikahan anak bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan
masalah sosial. Dengan begitu, praktik Pernikahan anak di bawah umur
dapat ditekan secara efektif, dan masyarakat mulai memandang
penundaan Pernikahan sebagai pilihan yang lebih aman dan bermanfaat
bagi perkembangan anak.
2. Peran Aktif Tokoh Masyarakat dan Lembaga Desa

Tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga desa memiliki
peran yang sangat strategis dalam mengurangi praktik Pernikahan anak
di bawah umur. Sebagai figur yang dihormati dan dipercaya oleh
masyarakat, mereka dapat bertindak sebagai agen perubahan yang
memberi teladan sekaligus arahan bagi warga desa. Dengan menjadi
panutan, tokoh-tokoh ini dapat membimbing masyarakat agar
memahami bahwa Pernikahan dini tidak hanya melanggar hukum, tetapi
juga membawa dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang serius bagi
anak. Selain memberikan bimbingan secara langsung, tokoh masyarakat
dan lembaga desa juga dapat menginisiasi program penyuluhan, diskusi,
atau kegiatan edukatif yang melibatkan orang tua, remaja, dan tokoh
adat lainnya, sehingga informasi mengenai hak anak, aturan hukum, dan
konsekuensi Pernikahan dini tersampaikan dengan lebih efektif. Melalui
peran aktif ini, masyarakat diharapkan dapat mulai mengubah persepsi
lama yang menormalisasi Pernikahan anak, sehingga praktik Pernikahan
dini dapat ditekan dan anak-anak memiliki kesempatan untuk
menempuh pendidikan serta berkembang secara optimal sebelum

memasuki rumah tangga.
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